
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 

93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 

2021; 

b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina 

Keuangan Daerah Nomor : 906/2805/keuda Perihal Hasil 

lnventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Dana 

Pelayanan Kepariwisataan TA.2021, Surat Direktur 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

.. · 

Menimbang: 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 93 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR li(o TAHUN 2021 

BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 906/3017 /keuada 

Perihal Hasil lnventarisasi dan Pemetaan (Mapping) 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik 

Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak U sia Dini 

(BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

(BOP) Pendidikan Kesetaraan TA.2021 dan menindaklanjuti 

usulan kebutuhan daerah yang mendesak, maka perlu 

melakukan peru bahan anggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi I Huruf E angka 35 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, program dan 

kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 

peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada 

tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat 

khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum 

dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara 

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruh b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021; 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

ten tang 

Republik 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 

(Lembaran Negara 

4. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Mengingat 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3500); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 525); 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala 

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 401); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11); 



Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Semarang . Nomor 1 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 

93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 1 7) 

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 93 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 17); 

Menetapkan 



Salinan sesuai dengan aslinya 
ALA BAGIAN HUKUM . ~ 

.n...lo'C'l~1fl~ RAH KABUPATEN SEMARANG, 
/4 \ 

I ., 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR LJ (o 

SUKO MARDIONO 

ttd. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 11- o:,- 2.02.1 

NGESTI NUGRAHA 

ttd. 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 31 - o5 - 202.1 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Semarang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


